PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

PERATURAN DAERAII KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR 13+ TAHUN 2003

0

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”

Menimbang @ a.

Mengingat - 1

tJ

N

0.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan
Desentralisasi. Pemerintah Kota Padangsidimpuan didalam pelaksanaan
Pemerintahan dan Pembangunan perlu didukung dengan Pendapatan Asli
Dacrah (PAD) ;

bahwa Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD) ;

bahwa kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan “C™ termasuk
suatu usaha yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber PAD dari
scktor  Pajak, vyang termasuk didalam Kewenangan Daerah Kota
Padangsidimpuan untuk mengatur dan menetapkannya dalam suatu
Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Pajak, untuk dapat
menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kota
Padangsidimpuan ;

balwa berdasarkan pertimbangan a, b dan ¢, perlu diatur dan ditetapkan
suatu  Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Pajak
Pengambilan Bahan Galian Golongan “C” ;

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentano Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana -
Undang-Undang Noior 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian

Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan

I.embaran Negara Nomor 3684) ;

Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Pun.wnh.m Pajak dengan
Surat Paksa (J.embaran Negara R1 tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3686) :

Undang-TIndang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839) ; '
Undang-TIndang Nomor 235 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (Tembaran Negara RT tahun 1999
Nomaoe 7.2, Tambahan |.cmbaran Negara Nomor 3848)

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 fentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 tabhun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi
Dacrah  (Iembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048) ;

Undang-Uindang Nomor < tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Padangsidiapuan (1 coabaran Negara R1 tahun 2001 Nomor 84,
Tambahan T embaran Negara Nomor 4111



Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah :

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah ;

11. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan

_Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang,
- Rancangan Peraturan Pemcrintah dan Rancangan Peraturan Presiden
‘(Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 70) ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 tahun 1997 tentang

Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 tahuin 1997 tentang

Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun

2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk
Hukum Daerah ;

15. Keputusan Nenteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun

2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun

2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun

2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

Dc:ignn persctujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

Menetap kan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDIMPUAN TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALTIAN GOLONGAN “C”

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.
b.

d.

Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.

Pemerintah Dacrah adalah Kepala Dacrah bescerta Perangkat  Dacrah
Otonom yang lain scbagai Badan Eksckutif Dacrah Kota Padangsidimpuan.
Kepala Daerah adalah Walikota Padangsidimpuan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Badan 1.egislatil Dacrah Kota Padangsidimpuan.

Dinas Pendapatan  Dacrah  adalah Dinas Pendapatan Dacrah  Kota
Padangsidimpuan.

Pcjabat adulah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota
Padangsidimpuan yang diberi tugas tertentu oleh Kepala Daerah dibidang
perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

Pajak Dacrah yang sclanjutnya discbut Pajak adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh pribadi atau Badan kepada Pemerintah Daerah tanpa
imbalan langsung yang seimbang vang dapat dipaksakan berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan  yang, berlaku untuk membiayai
penvelengparaan Pemcerintahan Dacrah dan Pembangunan Dacrah.
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Bahan Galian Golongan “C" adalah bahan galian yang tidak termasuk
Bahan Galian Golongan “A” (strategis) dan Bahan Galian Golongan “B”
(Vital) sepanjang tidak terlepas dilepas pantai dan atau pengusahaannva
dengan permodalan asing.

Usaha Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan ~C™ adalah
suatu kegiatan yang meliputi cksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan
pemurnian, pengangkutan dan permodalan asing.

Eksploitasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk
menetapkan lebih teliti atau seksama sifat letakan bahan gahan dan atau
Pengambilan Bahan Galian Golongan “C”.

Wilayah pengambilan adalah suatu wilayah atau tempat pengambllan jenis
Bahan Galian Golongan “C” yang memperoleh izin.

Reklamasi adalah sctiap pekerjaan yang Dbertujuan memperbaiki
mengembalikan kemanfaatan atau peningkatan daya guna lahan vang rusak
akibat usaha pertambangan umum.

Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengolahan Sumber Daya Alam
vang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya
terbaharui menjamin - kesinambungan  persediaannya dengan  tetap
memelihara dan meninghatkan Kkualitas nilai dan keanckaragamannya.

Surat Izin Pengambilan Galian Golongan “C” adalah Surat Keputusan vang
diterbitkan olch Kepala Daeral: kepada orang pribadi atau Badan untuk
melaksanakan Pengambilan atau Pengolahan Bahan Galian Golongan “C".
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat dengan SKPD adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya Jumlah Pajak yang terutang.

Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang disingkat dengan SPTPD
adalah - Surat  yang digunakan olch Wajib Pajak untuk melaporkan
Perhitungan dan Pembayaran Pajzak yang terhutang menurut Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar yang disingkat dengan
SKPDKD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak
yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besamya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang disingKat
dengan SKPDKBT adala: Surat Keputusan yang mencntukan tambahan
Pajak vang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan
SKPDLB adalah Surat K¢, 'nsan yang menentukan jumlah kelebihan
Pembavaran Pajak karena ju.. 1 Kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang
terutang atau tidak seharusnya - ulang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah  hil yang disingkat dengan SKPDN adalah
Surat Keputusan vang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama
besarnya dengan jimlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak
ada Kredil Pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah vang disingkat dengan® STPDD adalah Surat
untuk melakukan tagihan Pajpabo dan atau sanksi administrasi berupa bunga
atau denda.

Badan adalal suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau

Dacrah dengan nama dan ber 1k apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma,

Kongsi, Yayasan atau Or; .si yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun,
bentuk usaha tetap serta beniue Dadan usaha lainnya.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
Surat Ketetapan Pajak D. _rah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bavar, Surat Ketetapan Pa ;nk {Daerah Kurang Bayvar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Dacrah T chih Bayar, Surat Keletapan Pajak Dacrah Nihil,
atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak ketiga vang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Bandiog adalaly Porasan Badan Penycelesaian Sengheta Pajak atas
Banding terhadap suatu Keputusan Keberatan yang diajukan olel Wayih

Pajak.



Y.

‘Dengan nama Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan *C
atas Pengambilan Baban Galian Golongan “C” di Daerah.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan
Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah  berdasarkan
kelentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil vang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu
dan membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah yang terjadi
serta menemukan tersangkanya.

BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

~ae

dipungut Pajak

Pasal 3

(1) Objek Pajak adalah kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan “C™.
(2) Bahan Galian Golongan “C” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

bahan:

a. Asbes. t.  Mika,

b. Batu Tulis. u. Marmer.

¢. DBatu Sctengah Permata. v. Nitrat.

d. Batu Kapur. w. Opsidien.

¢, Batu Apung,. o X, Pasir.

f. Batu Permata, y. Pasir Kuarsa.
g. BatuKali. : z. Pasir Kerikil.

h. Batu Gunung. aa. Kerikil.

i. Bentonit. ab. Perlit.

i Dolomil. ac. Phospat.

k.. Feldspar. ad. Talk.

. Giaram batu ( halite ). ac. Tanah scrap ( Fuller cart ).
m. Giealil all Tanab Diatome.
n. Granit. ag, Tanah Liat.

. Gips. al, Tawas (Alim).
p. Kalsit. aj. Tras.

¢. Kaolin ak. Zeolit.

r.  Lcusit.

s.  Magnesil.

Pasal 4

(1) Subyck Pajak adalah orang pribadi dan atau Badan yang mclakukan

Kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan “C™.
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(2) Wyjib Pajak Bahan Galian Golongan “C” adalah orang pribadi dan atau
Badan vang melaksanakan Usaha Bahan Galian Golongan “C.

BAB III
PERIZINAN
Pasal 5

(1) Setiap usaha Pengambilan Bahan Galian Golongan “C™ dapat dijaksanakan
setelah memperoleh Surat Izin dari Kepala Daerah atau Pejabat vang
dihunjuk.

2) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Surat Izin ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

BABIV
DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK
Pasal 6

(1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi Bahan Galian
Golongan “C”.

(2) Nilai jual scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan
Volume / Tonasc hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar
masing-masing jenis Bahan Galian Golongan “C”.

(3) Harga satuan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing

jenis Bahan Galian Golongan “C’ ditetapkan secara periodik oleh Kepala
Daerah sesuai dengan harga rata-rata vang berlaku dilokasi setempat.

Pasal 7

Besar tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai jual.

BABY

DAERATII PEMU  CUTAN, TATA CARA
PERHITUNG.:s - DAN MASA PAJAK

Pasal 8

Pajak vang terutang atas Pengambilan Bahan Galian Golongan ~“C” di pungut
de Dacrah, '

Pasal 9
Resarnya Pajak yang teruiang Jihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak
scbagaimana dimaksud clala;:i pasal 7 dengan dasar pengenaan Pajak
sehagaimana dimaksud dalanm Pasal 6.

I asal 10

Nasa Pajak adalal jangka woi e yang, dihitung, sctiap bulan sclama usaha
tersebut masih berproduksi,
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Pasal 11

Saat Pajak Terutang adalah pada saat kegiatan eksploitasi Bahan Galian
Golongan “C” dilakukan.

BAB VI
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 12

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada
Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima.belas) hari setelah berakhirnya
masa Pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD diietapkan
oleh Kepala Daerah.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

(1) Pembayaran Pajak dilakukan ke Kas Daerah atau tempat lain yang dihunjuk
oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang dihunjuk hasil
penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 2 x 24
jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

(3) Pembayaran Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Dacerah (SSPD).

Pasal 14

(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur Pajak terutang dalam kurun waktu tertentu atas permohonan
Wajib Pajak setelah mcmenuhi persyaratan yang ditentukan.

(3) Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dilakukan sceara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga scbesar
2 % (dua persen),sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar.

(4) Kepala Daerah dapat 1ncmberikan persetujuan Wajib Pajak untuk menunda
pembayaran sampai |, waktu yang ditentukan setelah memenuhi
persyaratan yang ditentui an - dengan dikenakan bunga scbesar 2 % (dua
persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar.

(5) Persyaratan uniuk dapa mengangsur dan menunda pembayaran scria tata
cara pembayooin angs ran dan penundaan scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan () ditetapxan oleh Kepala Dacrah.

Pasal 13

(1) Sctiap pembayaran 1 ajak scbagaimana dimaksud pada pasal 13 diberikan
tanda bukti pembayar . dan dicatat dalam buku penerimaan.



wig

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan
Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
PENETAPAN PAJAK
Pasal 16

Setiap Wajib Pajak membayar Pajak yang Terutang berdasarkan Kketentuan
Perundang-undangan Perpajakan Daerah sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak
Dacrah.

Pasal 17

(1) Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala
Daerah dapat menerbitkan :

a. SKPDKDB dalam hal : . )

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau Keterangan lain Pajak
vang terutang, tidak atau Kurang bavar.
2. Apabila- SPTPD ddak disampaikan kepada Kepala Dacrah dalam

Jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis.

b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data vang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan  jumlah  Pajak
Terutang.

¢. SKPDN apabila jumlabh Pajak vang terutang sama besarnya dengan
Jumlah Kreedit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
Pajak.

(2) Jumlal: kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan Pajak vang
kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

(3) Jumlah Kchurangan Pajak yang (crutang dalam SKPDKBT scbagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa
Kenaikan sebesar 100 % (seratus persen). '

(+4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila
Wajib Pajak mclaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.

(3) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 1 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sehesar 235 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi
administrasi berupa bunga scbesar 2 %6 (dua persen) sebulan dihitung dari
Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dua pulub empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 18

(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai
akibat salah tulis dan atau salah hitung,
¢ Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda.

(2) Jumlah Kkekurangan Pajak  yang terutang dalam STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sctiap bulan untuk
paling lama 15 (lima belas) bulan scjak saat terutangnya Pajak.

(3) Pajak vang terutang menurut SKPDKB dan SKPDKBT vang tidak atau
arang bavar  sctelah jatuh tempo pembayaran  dikenakan  sanksi
adineatease borupa bunga 2 e (dua persen) scebulan, ditagih melalur Surat
Fagihan Pagak Dacral,



BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK TERHUTANG
Pasal 19

(1) Surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak wajib melunasi Pajak
terutang.

(3) Surat teguran, surat peringatan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

(4) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi Pajak terutang sebagaimana ditentukan
dalam surat teguran atau surat peringatan, jumlah Pajak yang harus dibayar
ditagih dengan Surat Paksa.

(5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera
sctelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran
alau peringatan.

(G) Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24
jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera:
menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan terhadap harta benda
baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Pasal 20

Bentuk, isi dan formulir yang dipergunakan untuk Pelaksanaan Penagihan
Pajak Daerah ditetapkan olch Kepala Daerah.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.

(2) Tata cara pengurangan, heringanan dan pembebasan Pajak s;b.mmmmm
dimaksud pada ayat (1), Jitetapkan oleh Kepala Dacrah.

BABXT

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGIH APUSAN ATAU PENGURANGAN

SANIK ST ADMINISTRASI
Pasal 22

(1) Kepala Dacrah atin Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak
dapat :

4 NMembetullan S atau SKPDKR atau SKPDKRT atau STPD vang
datam pencebitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau
kehelivuan dalam pencrapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
Dacrah.

b, Membatalhan atau mengurangi ketetapan yang tidak benar.

¢. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,
denda dan kenaika: P’ajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan Barena ke dpaan Wajib Pajak, bukan karena Lesalahannva.



(2) Permohonan  pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan sanksi administrasi berupa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sccara
tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD.
SKPDKDB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yvang jelas.

(3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak
surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah
harus memberikan keputusan.

(4) Apabila sctelah waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada avat (3)
Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan
pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 23

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dacrah

 atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
a. SKPD.

b. SKPDKB.
¢. SKPDKBT.
d. SKPDLB.
e. SKPDN.

(2) Permohonan  keberatan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga)
bulan sejak SKPD. SKPDKB, SKPDILB, dan SKPDN diterima oleh Wajib
Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak  dapat menunjukkan bahwa janghka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannva.

(3) Kepala Dacrah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas
) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud
pada avat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.

(4) Apabila setelaly lewat waktu 12 (dua belas ) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan,
permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan Keberatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban membayar Pajak.

Pasal 24
(1) Wajib  Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian

Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya
Leputusan Keberatan,

(2) Pengajuin banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban membavar Pajak.

Pasal 25

Apabila  pengajuan  keberatan  scbagaimana  dimaksud  dalam - pasal = 20
dikabulkan  schagian  atau  sclurubnya,  kelebihan  pembayaran Pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk
pating Luna 24 (dua puluh empat) bulan,
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BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIIIAN PEMBAY ARAN PAJA
Pasal 26

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat vang ditunjuk
secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. Nama dan Alamat Wajib Pajak.

b. Masa Pajak.

¢. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak.
d.  Alasan yang jelas,

(2) Kepala Dacrah atau Pejabal yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama
12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus
memberikan keputusan.

(3Y Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui
dan Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan
pengembalian  kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabuikan dan -
SKPDILB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila  Wajib Pajak me=mpunyai utang Pajak lainnya, kelebihan
Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak tersebut
dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan berlaku sebagai
bukti pembayaran.

(5) Pengembalian Kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan menerbitkan
Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah
waktu 2 (dua) bulan scjak diterbitkannya SKPDI.B, Kepala Dacrah atau
Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 %o ( dua persen
) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 27
Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Pembayaran dilakukan dengan
cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti

pembayaran.
BABNIY
KADAT UARSA
Pasal 28
(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluarsa telah melampaui jangka
wakiu 1O (sepuluh) tahun terintung sejak saat terutangonya Pajak. Kecuali
apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang, Perpajakan Dacrah.
(2) Kadaluarsa  penagihan Pagak  scbagaumana  dimaksud  pada ayat (1)
. tertimppub apabila ¢

a. Diterbitkan Surat ‘Teguran atau Surat Paksa.
b, Ada pengakuan Tutang Pajak dari Wajib Pajak secara tertulis,
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BAB XV

SANKST ADMINISTRASI

Pasal 29

Apabila Wajib Pajak dengan scengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai
Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin
Pengambilan Bahan Galian Golongan “C”.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaanya tidak menyampaikan SPTPD atau

(3)

o

~

mengist  dengan tidak benar  atau  tidak  lengkap atau  melampirkan
keterangan vang (idak benar schingga merugikan Keuangan Dacrah dapat
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda
paling banvak 2 (dna) kali jumlah Pajak vang terhutang.

Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
derigan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan vang
tidak henar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) talun dan atau denda paling banyak 4
(empat) kali jumlah Pajak yang terutang. '

Wajib  Pajak  yang  tdak melaksanakan  pembavaran  Pajuk  kepada
Pemerintah Daerah sehingga merugikan Keuangan Dacerah dapat dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling
banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terutang,.

Tindak Pidana scbhagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) udak
dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepulub) tahun seiak saat
tcrutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 31
Pejabal Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Dacrah
diberi wewenang Khusus scbagai penyidik untuk melakuxan penyidikan

tindak Pidana dibidang Pcrpajakan Daerah scbagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor § tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima. mencari, mengumpulkan dan meneliti Keferangan atau
Laporan berlenaan dengan tindak Pidana di bidang, Perpajakan Dacrah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lenghap dan jelas.

t. Menelili. mencari dan mengumpulkan Kketerangan mengenai orang
pribadi atau Badan  tentang kebenaran  perbuatan yang  dilakukan
schubungan dengan tindak Pidana Perpajakan Dacrah.

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubunpan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Diacrah.

Jd Nemetiksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen Lam
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Dacrah.
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¢. NMaeiohukan  penggeledahan  untuic mendapathan bahan b

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, scrta melakukan
penyitaan lerhadap bahan bulidi tersebul.

o Meminta bantuan tenaga abli dalam rangka  pelaksanaan taeas
penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah.

g. Menyuruh berhenti atau miclarang sescorang, meninggalkan ruang.m
ataw tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memcerikss
wennias orang dan atau dokumen vang, dibawa schagaimana dimaksud

pada huruf ¢,

h. Nleniotret sescorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Derpajakan
Daocrah,

Lo Nenmanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa scbagai
tarsangka atau saksi.

3. Nienghentikan penyidikan,

k. Nidlakukan findakan lain yang perlu untuk  kelancaran penyidikan
tindak Pidana di bidang Perpajakan mumnul Hukum yang dapat
dipertanggungijawabRan,

IPenyidii schagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan diiulainya

penyvidihae  dan menyampaikan  hasil penyidikannya  kepada  Penuninn

Umum sesuai dengan ketentuan vang diatur dalam Undang-undang Nomor

S tahon 1981 tentang TTukum Acara Pidana.

BAB XVITI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

L1y Dengan bevinkunya Peraturan Dlu.lh ini, maka Peraturan dan ketentuan

tain yang mengatuer hal yang sama dinyatakan tidak berlaku laei
5 Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini akan ditentukan dan
ditetapien kemudian oleh Kepata Dacrah.

Pasal 33

Perateran Dacrah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Icmbman Daerah Kota

Padangsiditapuan.

o Ditctapkan di Padangsidimpuan
VARAR W.‘:Hu Oﬂuw VAW | pada tanegal 12 MARSBT 20032
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¢. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan  bukti
‘pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah.

Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan

atau tempat paca saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud

pada huruf c.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Perpajakan
Daerah.

i.  Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi.

j.  Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak Pidana di bidang Perpajakan menurut Hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penvidihan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Uimum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor
8 talwn 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
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BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan
lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) TTal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini akan ditentukan dan
ditetapkan kemudian oleh Kepala Dacrah. ‘

Pasal 33

Peraturan Daerah int mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar scliap  orang  dapat  mengetahuinya  memerintahkan  pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannyva dalam I..mbaran Daerah Kota
Padangsidimpuan. .

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tangpal 12 Maret 2003
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